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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah usaha dagang (UD) adalah merupakan suatu
masalah vang baru dipersoalkan di dalam dunia perusaha-—
an, namun usaha dagang tersebut telah lama hidup di
tengah-tengah masyarakat kaum pedagang, tetapi belum
diatur secara tegas oleh suatu peraturan vyang khusus
untuk itu. Olehnya itu bila kita meneliti peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang
mengatur masalah perusahaan dagang, misalnya saja Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, maka Jjelas tidak akan
dijumpai satu pasalpun yang mengatur mengenai bentuk
vueaha dagang (UD). Mamun usaha dagang dewasa ini
semakin berkembang pesat di pelosok tanah air vang
dikenal dengan dua peristilahan yaitu usahs dagang (UD)
dan perusahaan dagang atau PD.

Bentuk peruvsahasn dagzng ini timbul darn
berkembang di dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan
belaka, hal inl disebabkan Lkarena mendirikan usaha
dagang tersebut, tidak banyak -problemnya dan tidak
melalui  prosedur yang berbelit-belit, npnamun akibat-
akibat vyang ditimbulkannya cukup banyalk, sebab tidak
adanya kepastian bentuk usaha dagang tersebut.

1




Mengingat hal-hal tersebut di atas wmaka perlu
diadakan suatu penelitian secara nasional berkenaan
percsoalan—-per=soalan usaha dagang (UD).

Dengane demikian berarti hinggs dewasa ini  dapst
dikatakan bahwa wusaha dagang (UD} belum terdapat
peraturannya secara khusus. Itulah sebabnya secara
administrasi wsaha dagang rupanys kurang mendapat
perhatisn secara serius sebagai salah satu jenis usaha
dagang vang sesyogiyvanya diatur di dalam Undang-Undang
Hukum Dagang. Imni menandaskan bahwa Undang-Undang Hukum
Dagang kita dewasa ini jauh ketinggalan oleh perkem-—
bangan dunias usaha/perdagangan  vyang setiap saat
meningkat terus sesuail dengan perkembangan  perusahaan/
perdagangan baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat
nasianal. Justru ketinggalan inilah yang makin
mendorong pemerintah untul mengadakan seminar—-seminar
atau simposium di bidang usaha dagang.

Justru pentingnys usaha perdagangan inl sehingga
dituangkan dalam PELITA kedua yvang menyangkut tentang
kebijakzanaan dan kelembagaan perdagangan dalam negeri,
babwa untub mencapal sasaran yang menyangkut kepenting-—
an produsen, pedagang dan  konsumen dalam ranghka
kegiatan dan pembangunan ekanomi, maka hkebijaksanaan
perdagangan dalam negeri akan ditentukan pada segi
prosedur dalam negeri akan ditentukan pada segi

prosedur perundang-undangan perdsgangan.



Kebijaksanaan di bidang perundang-undangan dan
peraturan perdagangan harus dapat menjamin kelancaran
perdagangan serta kepastian usaha, terutama dalam
ranghka peningkatan partisipasi pengusaha nasicnal dan
pembinaan elkonomi lemag atau ekonomi menengah khususnya
menyangkut kebijaksanaan penyempurnaan/penyederhanaan
perundang-undangan c=erta prosedur pemberian izin usaha
dagang (UD). Dengan kebijaksanaan terus di atas,
diharapkan dapat meningkatkan usaha dagang serta lebih
menjamin  kelancaran usaha dagang yang baru  berkembang
akan mendapat kesempatan lebih luas untuk berpatisipasi
secara terarah di dalam penyslenggaraan kegiatan
usahanya.

¥ebijaksanaan terssbut merupakan hal yang sangat
penting dalam rangak memperbaiki hkedudukan pengusaha
atau pedagang vyang masih terbatas modalnya urituls
diarahkan sedemikian rupa guna memperl.aas partisipasi-
nya dalam rangka pertumbuban di  bidang perekonomian
yang s=hat, khususnya dalam dunia usaha.

Hal tersebut di atas berarti pemerintah  telah
menyadari bahwa berhasil atau  tidaknya suabku usaha
dagang yang dilakukan dalam pembangunan elkornomi di masa
datang dapat diukur dengan kemampuan kita sekarang
untuk  menghilangkan kelemahan—kelemahan yang sampai
sekarang melekat pada perekonomian kita, tegasnya di

seltor perdagangan, perusahaan vyang ditandal serba




ketidakpastian seperti halnya ketidapastian bentuk
usaha d=zgang (UD) =ebagai salah =atu béntuk badan
usaha.

Dengan adanya ketidakpastian vyang mengatur
tentang wusaha dagang, maka setiap kebijaksanaan baru
dari pemerintah dalam meninjau perkembangan perdagangan
di Indonesia maupun perdagangan internasional berpenga-
ruh  terhadap kegiatan usaha dagang (UD) dalam menye-
lenggarakan usahanya.

Pengaruh tersebut yang kita rasakan akibsatnya
sampai sekarang ini vaitu adanya kebijaksanaan ekonomi
baru dari  pemerintah yvang dinamakan kebijaksanaan 195
Movember tahun 1278, dengan maksud untuk meningkatkan
ketahanan elkonomi nasiona. Mamun berbagai akibat dan
elkses—ekses yang ditimbulkan terhadap usaha dagang (UD)
yvang nyata sekali bahwa pada uwnumnya  pemilik usaha
dag=ang (UD} menaikkan harga barang dagangannya dengan
memakal istilah menye=zuaikan harga, dilihat darli
praktek bahwa =etiap adanya kenaikan harga di dalam
masa transisl mustahil tdaik ada varng menyalahgunakan
Lesempatan untulk memainkan =spekulasi  dengan cara
menaikhan harga vang tidak wajar, akibatnya masyarakat
vang berpendapat tetap yang merupakan konsumen terbesar
menghadapi masalah turunnya daya beli merekx.

Berdasarkan hal-hal ter=sesbut di atas, mak a

penulis  berusaha dan mencoba mengetengahkan usaha



dagang (UD) =sebagai suatu masalah yang tumbuh dan
berkembarg dalam masyarakat dewasa ini sebagail salah
satu bentuk usaha yang pada akhirnya penulis membahas
dalam <skripsi yang berjudul: Froses Femberian 1lzin
Usaha Dagang pada Kantor Departemen Perdagangan

FKabupaten ¥endari.

Rumusan Masalah

Kantor Departemen Ferdagangan ¥Kabupaten Kendari,
merupakan suatu wadah yang memegang peranan penting di
dalam pembangunan, khususnys di Kabupaten Kendari.

Kantar Departemen Perdagangan adalah instansi
yang mengatur jalannya roda pembangunan dalam  bidang
perdagangan maka dengan demikian instansi ini mempunyai
peranan dalam meningkatkan berbagai bebijak=anaan
termasuk pemberian izin usaha dagang (UD) sebagai salah
satu bentuk usaha dagang yang btumbuh dan  berkembang
deawasa 1ini walaupun tidak diatur secara Jelas dalam
Kitab Undang-Undang Hulum Dagang.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di
atas maka penuli=s meEncoba untuk  merumuskan  bebherapa
permasalahan  yang anntinya menjadi pokok kajian dalam
skripsi ini sebagai berihut :

i. Bagaimana proses penyelesaian surat izin

usaha dagang pada Fantor Depar temen

Perdagangan Kabupaten Kendari 7




2. Faktaor—-faktor apakah vang menjadi kendala
dalam penyelesaian surat izin wusaha dagang
pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten

Kendari 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan kegunaan
suatu penelitian adalah dimaksudkan untuk mendapat atau
memperoleh gambaran secara pasti masalah—-masalah yang
berhubungan perlaksanaan pemberian izin usaha dagang
pada ¥Kantor Departemen Ferdagangan Kabupaten ¥endari,
Dalam tulisan ini diusahakan penulis untuk memperoleh
keterangan yang tujuan dan kegunaannya dapat berwujud
sebagali berikut :

a. Tujuan Penelitian adalah =
1. Untuk mendapatkan data dan keterangan yang Jjelas
=sehubungan dengan tata cara atau proses
penyelesaian surat izin usaha dagang (UD) pada

FKantor Departemen Ferdagangan Kabupaten Kendari.

rd

Untuk mengetahui hal-hal vyang <=sering menjadi
bendala atau hambatan dalam proses penyelesaian
surat 1zin uwsaha dagang pada Fantor Departemen
Ferdagangan ¥abupaten Fendari.
b. Kegunaan Fenelitian

1. Pengan penelitian inl diharaphkan dapat memberi-

kan informasi hkepada masyarakat yang berminat




mendirikan usaha dagang di Kabupaten Kendari.

2. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat
memecahkan hal-hal vyang sering menjadi faktor
penghambat dalam rangka penyelesaian surat izin
usaha deagang pada kantor Departemen Ferdagangan

Fabupaten ¥Yendari.

D. Metode FPenelitian

Di dalam penulisan karya ilmiah ind yarng
mendukung obyektifitas dan kebenaran vang diungkapkan
memerlukan data yang relevan dimana data yang diperlu-
kan itu akan memiliki sifat yang berbeda sehingga hal
ini memerlukan metode tertentu pula. Dalam penelitian
ini vyang penulis akan lakukan adalah hkegiatan yang
menyangkut hal-hal sebagail herihut
1. Lokasi P=nelitian

Untulk mengadalan penelitian lapangan, penulis

menetapkan lokasi penelitian pada Kantor

Departemen Ferdagangan Mabupaten Kendari.

2, Jdeni= FPenelitian

Dalam penelitian ini metods yang digunakarr oleh

penuli=s adalah metode deskriptif analisis vaitu

renyelidiban mengumpulkan data yang diperoleh di

lapangan =elanjubtnya disusun secara sistimatis

dan dianalisic um ek menghasillkan suatu

kesimpulan.
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4.

Fopulasi dan Sampel

=

Tebnik

Populas=sil

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini
adalah semua pegawail Kantor Departemen Per-—
dagangan Kabupaten Kendari yang berjumlah 20
orang, kemudian ditambah dengan para pemilik
usahsa dagang (UD) yang sudah terdaftar pada
Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten

¥Vendari sebanyak 43 orang.

Sampel
Sampel adalah bagian darl populasi yang
diteliti. Adapun teknik penarikan sampel

adalah dengan melihat jumlah setiap golongan
vang hkemudian ditentukan jumlah sampel dari
masing-masing gelongsn yang dianggap dapat
mewakilli papulasi lainnya.

Sampel tersebut terdiri atas

Golongan 111 4 aorang
Golongan 11 & arang
Femilik UD 20 orang
Jumlah 30 arang

Fengumpulan Data
Adapun teknik pengumputl an data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini ter-

diri dari:




- Wawancara (interviuw)
Teknik inl dilakukan dengan cara mengadakan
serangkaian tanya Jjawab terhadap 30 orang
csampel dari pemerintah dan pemilik uszha
dagang.

— Dbeservasi
Teknik ini dilakubkan dengan cara mengetahui
mekanisme wuntuk memroses pemberian  surat
izin usaha dagang di Kantor Departemen
FPerdagangan Kabupaten Kendari.

— fAngket {kuisioner)
Selain teknik wawancara dan observasi Juga
dilakukan teknik cara mengajuban per-
tanyaan—pertanyzan tertulis kepada sejumlah
sampel sehubungan dengan manfaat dan ham-
batan wyang dialami petugas maupun peEmohon
izin usaha dagang di  Kantor Departemen

Ferdagangan Kabupaten ¥endari.

S. Fengelolaan dan fAnaisis Data
Setelsh data sekunder maupun data primer
terkumpul selanjutnya data tersebut diolah
sgcara deskriptif kualitatif dengan meng-

gunakan tabulasi dan prosentase.
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Sistimatika Penulisan

Skripei ini terdiri dari lima bab dan beberapa
=sub bab yang saling berkaitan sehingga merupakan satu
kesatuan dalam pembahasan masalah skripsi ini. Adapun
sistimatika skrip=i1 ini adalah sebagai berikut :

Bab yang pertama adalah bab pendahuluan yang di
dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masxlah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode
penelitian serta sistimatika penulisan.

Rab vang kedua adalah tinjauwanm pustaka yang di
dalamny=s diuraikan tentang proses pelayanan izin,
pengertian izin wussha dagang, faktor—-faktor vang
mendorong pembangunan usaha dagang serta syarat-syarat
untuk mendapatkan izin wusaha dzagang.

Bab ketigas adalah gambaran umum obyek peneli-
tian di dalamnya dikemulakan sejarah singkat berdirinya
Kantor Departemen Ferdagangan Kabupaten Kendari,
chrub tur organisasi Fanltor Departemen Ferdagangan
Fabupaten Kendari serta bidang tugas.

Bab hesnpat y2itu bab pembahasan hazil peneli-
bisn baik dats vang diperoleh dari penslitian lapangan
bemudian dibandingkan data ts=oritis.

Bab vyang kelima adalah bab yang terakhir dalam

skripsi ini yang didalamnya dikemubkakan kesimpulan  dan
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ditarik dari bab terdahulu, selanjutnya diberikan saran
vang dianmggap bermanfaat untuk pengembangan usaha

dagang di Kabupaten Kendari.




BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pelayanan Izin

Dalam perkembangan dunia perdagangan/perusahaan
di negara Indonesia dewasa ini terdapat hentuk atau
jenis-jenis badan usaha vyvang tidak sedikit menimbulkan
berbagai macam problem, utamanya menyanghkut segi
yuridi=s dan administrasi.

Pi dalam ketentuan perundang-undangan vang
berlaku di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Dagang
maupun  peraturan-peraturan perundang-undangan  lainnya
tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan batasan
pengertian atau rumusan tentang masalah wsaha dagang
(UD) =sehingga timbul masalah yakni apakah sebenarnya
yvana dimaksudkan dengan u=aha dagang (UD) itu.

Sehubungan dengan itu maka sebelum dikemukakan
lebih jelas tentang bagaimana prosss peslayanan izin
usaha dagang di kantor Perdagangan Kabupaten Kendarl
ada baiknya dipashami secara mendalam pengertian dari
usaha dagang seperti vyang dimaksud di atas. Pada
literatur vyang menyanghkut usaha dagang belum ada yang
membahasnya. Mengingat hal itu maka dapat dikatakan
bahwa us=aha dagang sebagai salah =atu jeni= usaha

didasarkan pada kebiaszan semata-mata.
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Sejalan dengan itu Rudhy Prasetyao (1973 : 20)

mengatakan bzahwa

"Van Vennotshap tersebut diatur dalam titel WIII
Buku III B.W, yang berjudul "Van Maatschap"
yang sebelum dirobah dengan staatsblad Mo. 276
beriudul Vennotschap dan sekarang antara
Vennootshap dan maatschap heduanya identik".

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas,
maka dapat ditaribk kesimpulan bahwa usaha dagang (UD)
dapat digolongkan sebagai suatu usaha maastchap. Mamun
menurut penelitian  yang dilakukan terhadap beberapa
usaha dagsng rumusan dari pada wusaha dagang, oleh
karena terbukti unsur dari masstchap tidalk dipenuhi
olsh usaha dagang, sebab masstchap merupalkan bentuk
uzaka milik lebih dari satu orang, sedang usaha dagang
sesungguhnya adalah milik perorangan =saja.

Rerdasarkan uraian tersebut di  atas perlu
diketahui bahwa klasifikasi perusahaan dagang seperti
vang ditemukakan Abd. ¥Yadir Muhammad (1991 : S0) bahwa:

"Perusahaan terbagi tiga Jenis yaitu :

a. Perusahaan perorangan
b. Ferusahaan persekutuan bukan badan hubkum
<. Perusahaan perssebkutuvan badan hukum™.

Afpabila diperhatiban jeni=s-jenis usaha tersebut
di =tas, maka posisi uszaha dagang (UD) termasuk pada
butir a, yaitu perusahaan pEarangan. Ferusahaan
perorangan ialah perusahaan swasta yang didirikan dan

dimiliki aleh pengusaha yang bulkan badan hukum. Fraoses

pelayanan atau  pendirian wusaha dagang (UD)  hinggs
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sekarang belum ada Undang-undang yang mengatur tentang
pendirian perusahaan perorangan. Di dalam praktek vyang
diakui aleh masyarakat dan dibenarkan oleh hukum bahwa
pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perorangan
tentu harus memiliki izin, maka cara pengusaha itu
datang menghadap pada notaris untuk minta aqgar
dibuatkan akta pendirian usaha dagang vyang isinva
telah dirancang oleh pemchon kemudian setelah ada askta
pendiriannya maka si pemegang =surat akta pendirian
mendaftarkan bidang usahanya pada Kantor Departemen
Ferdagangan setempat guna mendapatkan izin usaha.

Setelah pemohon izin usahs dagang memperoleh
izin usaah maka selanjutnya mereka harus menghadap pada
Kepsla RBagian FPerekonomian Pemerintah D;erah cetempat
untuk memperoleh surat izin empat usaha jika usaha vang
bersaxngkutan menurut Undang-undang diharuskan memiliki
izin tempat usaha. Menyvangkut masalah surat izin usaha
dagang ini akan dikzjii lebih mendalam pada pembahasan
sub bab berikubt dalam skripsi ini.

_Kembali pada bentuk—-bentuk atau jenis—jenls
usaha dagang seperti dikemukabkan fAbdu  Kadir Muhammad
tersebut di  atas, mala dirasa agar 1lebih jelasnya
Jenis-jenis perusahaan baik perusahaan yang berstatus
berbadan hukum, per=sekutuan  maupun usaha dagang
perssorangan maka penulis memberikan contoh sebagal

herikut
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— Usaha Dagang (UD) seperti toko barang—-barang
elektronik, toko—-toko yang bergerak dalam
bidang usaha Jjual bahan bangunan dan sebagai-
nya.

= Ferusahaan jacsa seperti, biro konsultan, =salon
kecantikan dan sebagainya.

— Perusahaan industri seperti perusahaan batik,
perusahaan kerajinan dan sebagainya.

Bertolak pada ketiga jenis perusahaan tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa, perusahaan perseorangan
atau uwsaha dagang adalah perusahaan yang diartikan dan
dimiliki oleh seseorang pengusaha yang meliputi Jjenis
kegiatan perusahaan dagang (UD), perusahaan Jjasa dan
perus=ahaan industri.

Usaha Dagang {UD?} adalah perusahaan Y arg
bergerak dalam wu=saha perdagangan. Pengertian pokok
dagang &adalah perbustan membeliz dan meniusl barang
serta menyewakan barang dengan tujuan memperolah
Leuntungsn atau laba.

Uzzha dagang merupaban bentul  pecusahaan per-
searangan yang paling banvak dikenal dan dijumpai dalam
masyarakat., Perusahaan jasa adalah usaha yang bergeralk
dalam bidang usaha bahan bangunan dengan alat bantu
vang bertujuan memperclehimbalan berupa wuang. Sedang
perusahaan industri adalah perusahaan vyang bergerak

dalam bidang usaha membuast atau mengubah bahan mentah
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menjadi bahan jadi un tuk mendapat keuntungan.
Ferusahaan perocrangan yang dikensl dengan istilah usha
dagang adalah salah satu bentuk usaha vang risikoa dan
tanggung Jjawab &da pada pemilik wusaha dagang itu
sendiri, demikian pula secara administrasi semua
dokumen tidak boleh ditanda tangani orang lain  atau
pihak ketiga selain dari pemilik wuwsaha dagang itu
sendiri.

FPada pembahasan terdahulu telah dikemukakan
bahwa usaha dagang (UD) itu merupakan suatu usaha
tunggal atau usaha perorangsan yang didirikan dan
dimiliki oleh sesearang pengusaha yang meliputi jenis
usaha dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri.

Mendirikan peruszahaan tentu bukan didirikan
begitu saja melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Mamur hingga dewassa inl belum ada uwundang-undang vyang
mengatur  tentang pendirian perusahaan perorangan  atau
usaha dagang (UD). Dalam praktelk yang diakui oleh
masyaralat dan dibznarkan oleh hukum, pengusaha vang
akan mendirikan perusahaan peroangan tertentu datang
sendiri menghadap pada pejabat yvang berwenang untuk itu
vakni notsris wunituk meminta agar dibuatkan aktx
pendirirnnysa, di mana poko isisnya telah dirancang aleh

pengusaha atau calon pemilik usaha dagang (UD).
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Akta pendirian ini tidak perlu didaftarkan pada
Yepaniteraan Fengadilan Megeri dan tidak perlu
diumumkan dalam Berita MNegara/tambahan Berita Negara
ceperti badan usaha lainnva.

Setelah pemohon memperoleh akta pendirian dari
notaris, maka selanjutnya pengusaha tersebut menghadap
pada ¥antor Departemen Ferdagangan/Ferindustrian =e-
tempat untuk memperoleh izin usaha. Kemudian ia
menghadap pada Hagian Ferekonomian FPemerintah Daerah
setempat vaitu pada Kantor Bupati FKepala Daerah Tingkat
11 setempat guna memperoleh izin tempat usaha (SITU)
jika peru=zahaan yang bersangkutan didirikan menurut
ketentuan vang diatur dalam Urndang-undang untuk
melengkapli surat izin tempat uszaha.

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi
oleh pemilik usaha dagang, selanjutnya pengusaha vyang
bercanghkutan mendaftarkan uwsaha dagang vyang dikele-
lanya pada Kantar Departemen Perdagangan setempat atau
pada Wilayah Kerja ¥antor Departemen Ferdagangan
tingkat kabupaten.

Dalam hubungan ind, menurut hemat penuli=s  bahwa
sebailnya usaha dagang didirikan dengan akta neotaris,
walaupun tidalk ditegashkan oleh uwundang-undang vyaknl
Kitab Undang—-undang Hukum Dagang (KUHD). Hal tersebut
didasarkan pada suatu alasan bshwa di  atas  telah

dikemukakan bahwa menurut teori di Indonesia dikenal
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tiga macam jenis usaha termasuk usaha dagang (UD) vyang
dewasa ini tumbuh dan berkembang pecsat. Dengan demikian
untuk menjaga adanya kepastian hukum terhadap usaha
dagang sebagai salah satu bentuk wusaha perdagangan
tidak ada salahnya jika didirikan dengan akta notaris,
sebab undang-undang tidak melarang pendirian usaha
dengan akta otentik atau akta yvang dibuat oleh notaris.

Selanjutnya mengenail pengumuman, apakah akta
pendirian usaha dagang (UD) diumumkan seperti vyang
telah ditegaskan dalam pasal 23 ¥itab Undang-Unadng
Hukum Dagang. DPalam hubungan ini D. Tiradiningrat
(1955:25) mengatakan sebagai berikut :

"Tanpa diadakan pengumuman, maka firma dianggap
menjalankan usaha disemua bidang dan didirikan
untuk waktu tidak tertentu, sedang semua
peserta diberikan wewenang untuk bertindak atas
nama firma".

Memperhatikn hal di atas, dapat diketahui bahwa
sedangkan perseroan firma tidak diharuskan untuk adanya
pengumuman baru melaksanakan kegiatannya walaupun usaha
firma telah mendapat pengaturan dalam undang-undang.

Mengenal pengumuman usaha dagang (UD) dalam
prakteknya  tidak dilakukan atau tidak diumumkan dalam
berita negara melainkan cukuplah jika didaftarkan pada
Kepanitraan Pengadilan Megeri setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maks tata

cara memperoleh izin usaha dagang, pertama—-tama pemohon

mengisi surat permohonan izin usaha perdagangan (SPI)
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vang telah disediakan oleh Kantor Departemen Perdagang-—
an. Pemilik w=saha dagang diharuskan menulics nama
perusahaan dagang sebagaimana yang tersirat dalam akta
pendirian Jjika ada, menulis alamat perusahaan sesuai
dengan alamat yang tercantum dalam surat izin tempat
usaha (81TU) serta lokasl operasiomal usaha dagang dan
nomor wajilb pajak dari perusahaan yang bersangkutan;
sedang uwsaha dagang yang baru didirikan tidak perlu
mengisil nomor wajib pajak tersebut.

Indentitas pemilik atau penanggung jawab wajib
mengisi data seperti, nama lengkap, alamat dan kewarga-

negaraannya.
Pengertian Izin Usaha Dagang

Seperti diketahui bahwa izin adalah sesuatu
perbuatan pemerintah yang bersegi satu. Artinya pihak
penerintah yang bherwenang sepenubhnys untuk menolak atau
menerbitkan izin setiap permohonan izin wsaha dagang
yvang diajukan pemohon. Sehubungan dengan itu maka untuk
lebih memahami apa yang sebenarnya yang disebut sebagai
izin, maka penulis akan mengemulakan pengertian 1izin

menurut pendapat para sarjana sebagai berikut :

Ww.J.S. Foerwadarminta (1985 : 3920) mengatakan
sebagai berikut: "Kata izin antara lain diartikan
sebagsi perkenaan, pernyatsan, mengabulkan (tidak

melarang)".



Berdasarkan pada rumusan tersebut di atas, maka
penulis menarik kesimpulan bahwa izin adalah suatu
pernyataan vyang boleh dilakukan, tetapi rumusan ini
penulis akan memandang dari sudut hukum administrasi

negara.
Dalam kaitan ini, E. Utrevht (1960 : 130) izin
dirumuskan sebagai berikut:

"Keputusan administrasi negara untuk memperke-
nankan sesuatu perbuatan wyang pada umumnya
dilarang oleh peraturan asal saja perbuatan itu
diadakan secara vang telah ditetapkan untuk
masing-masing hak yang konkrit (skipa membuat
peraturan) indifferent, maka keputusan adminis-
trasi negara yang memperkenankan perbuatan
tersebut bersifat suatu izin (VYergunoning).".

Sejizalan rumuszan tersebut di atas, W.F. Frins
{1978 : 73) memberi batasan pengertian 1i1zin sebagal
berikut :

“"Izin sebagai suatu keputusan yang biasanya soal
ini tidak mengenai suatu perbuatan vyang pada
umumnya merupakan perbuatan yang berbahaya bagi
umum vYang pada dasarnya harus dilarang tetapi
bertubungan dengan =atu dan lain  hal sebab
dianggap bail untuk diawasi aleh administrasi
negara®.

Selain pengertian izin tersebut di atas, 1lebih
lanjut Willy Yoll (1965 ¢ 73) mengatakan sebagai
berikut :

"a. SBarana untuk menciptakan hubungan kerja sama

antara pengusaha dan para swasta.
b. Sarana untuk melakukan penerbitan,; pengarah-

an dan pembinaan serta pengawasan terhadap
kegiatan para swasta".
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Pernyataan tersebut di atas dapat ditemukan pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentan izin
usaha industri apabila jenis usaha dagang bergerak pada
perindustrian sebagai usaha perorangan.

Dalam pertumbuhan perekonomian di negara
Indonesia hhususnya pada dunia usaha terdapat bermacam-—
macam bentuk badan usaha yang dalam praktenya kadang
kala sukar dibedakan dengan jelas antara satu dengan
vang lain, ini mempunyai makna/pengertian vang sama
tetapi penggunaan istilahnya yang berbeda-beda sehingga
tidak sedikit mengundang berbagai masalah terutama
menyanghut =segi hukumnya, sebagaimana halnya dalam
praktek usha dagang (UD) sebagai salah satu bentuk
usaha dagang yang sampai saat ini belum ada ketentuan
atau peratruan yang mengatur secara tegas.

Urituk  itu dapat dikatakan bahwa wsaha dagang
(UD) itu timbul dan berkembang di Indonesia berdasarkan
atas kebiasaan belaka dalam dunia usaha/perdagangan
sehingga timbul beberapa masalah antara lain, bagaimana
pengertian dan kedudukan hukum usaha dagang untuk dapat
dikatakan sebagal salah =satu bentuk usaha. Untuk itu
sebagai gambaran mengenal usaha dagang (UD) perlu
diketahui beberapa bentuk usaha, beberapa bentuk badan
usaha yang ada dalam praltek di Indonesia dewasa ini

sebagaimana dikemukakan Manullang M. (1975 : 2Z7) bahwa:
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"Dalam praktek di Indonesia dewasa ini bentuk
perusahaan adalah :

1. Perusahaan perserocangan

Fersekutuan dengan firma

Persekutuan komanditer

Perserian terbatas

Koperasi

Ferusahzaan negara

Perusahaan daerah".

L]

N b AR

Rpabila ditinjau bentuk-bentuk badan usaha
tersebut di atas, maka mengenai usaha dagang (UD) tidak
disebutkan di dalamnya sehbagai =alah satu bentuk
perusahaan atau badan usaha, namun dalam prakteknya
ussha dagang (UD) banyak dijumpai dalam dunia usaha.

Mengenai perusahaan perseorangan dengan perse-—
roan perseocrangan misalnya persansn Vennootschap
mempunyal pengertian yang berlainan jika dikategaorikan
dalam bentuk-bentuk badan uszha vyang disebutkan di
atas, maka perusahaan persesorangan benar-benar
pemiliknya adalah satu orang, sedang perseroan
perarangan di dalamnya termasul firma, CY.

Dalam hal ini sebziknya wsaha dagang (LD
digolongkan ke dalam bentuk badan usaha/perdagangan
dari selian bentuk usaha tersebut di atas. Untuk dapat
menggolaongkan uwsaha dagang, maka perlu diketahui bahwa
dagang itu adalah merupalan usaha perorangan atau usaha
bersama dengan perkataan lain perkongsian. Sebagaiman
pada uraian terdahaulu telah dikemukakan pengertian
izin tsaha pada umumnya telah diberikan menurut

beberapa pendapat ahli,




K
ol

Berbicara mengenai izin usaha dagang, &dalah
tidak lain dari pada persetuiuan dari pihak pemerintah
yang berwenang untuk menerbitkan surat izin usaha atas
adanya permohonan izin usaha dagang atau izin usaha
perorangan.

Usaha dagang dikatakan usaha perorangan karena
meEmpunyai kebebasan yang csepenuhnya pada setiap
tindakannya segala keputusannya merupalkan kata
terakhir, pemilik wsaha dagang bertindak sebagai
pimpinan, zewaktu—waktu menutup usahanya jika
dikehendaki dan semua keuntungan perusahaan
diperuntukkan uwuntuk dirinya sendiri dan pemilik bebas
unktuk memperluas dan menambah  jumlah  barang untuk
diperdagangkan.

Apabila diperhatikan bentuki-bentuk perusahaan
sepertl tersebut di atas, maka penulis merasa sulit
untulk menggolongkan usaha dagang (UD) ke dalam <alah
=alah satu bentuk badan usaha seperti apakah usaha
dagana merupakan usaha perorangan atau merupakan usaha
bersama/perkong=ian. Yang jelas sepanjang pengamatan
penulis pada beberapa usaha dagang (UD)} di  YKabupaten
Kendari bahwa hkadang—kadang didapati dibalik wusaha
sebenarnys yvang ditampillkan sebagali usaha dagang,
semata—mata tidak lain merupakan usaha dagang

perorangan belshka.



Hal-hal vyang tidak menutup kemungkinan akan
menarik perhatian dalam bidang wusaha dagang (UD)
apabila pamilik wusaha dagang (UD) membuat suatu
perjanjian atau vang terdapat pada nota Jjual beli
Justru usaha dagang yang sengaja ditonjolkan sebagai
salah satu pihak, sedang orangnya seakan—akan
bersembunyi di balik usaha dagang itu akan bertindak
dalam kedudukannya sebsgai pengurus dan tentunya
mempunyai pengertian vang seakan—-akan tidak akan
bertanggung Jjawab, padahal usaha dagang itu sendiri
bukanlah badan hukum tidak mungkin diperlakukan sebagai
subyek hukum. Mazaalahnya dalam hal terjadi wanprestasi
atau lalai siapa yang berkewajibamn menanggung risikao
vang murnghkin timbul atau siapa yang berbal menuntutnvya.
Keadaan demikianlah =sehingga dapat dikatakan bahwua
usaha dagang (UD) sebagai =alah =satu badan usaha belum

mempunyail kepastian hukum.

C. Faktor—faktor yang mendorong Fengembangan Usaha Dagang

Sebenarnya wusaha dagang (UD) dapat dikatakan
bukann  satu  bentul usaha, namun pads  taraf permulaan
sudah dikenal sejak dahulu. Kemudian pada akhir—-akhir
ini Jenis usaha dagang (UD) telah mengalami
perkembangan vang pesat, tetapi Jika diperhatikan
pasal—-pasal darl Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(KUHD) tidak ditemukan satu pasalpun yang mengatur
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tentang wuwasaha dagang (UD) sebagai salah satu bentuk
perusahaan. Inilah vyang membuktikan bahwa Indonesia
masih tertinggal dibandingkan dengan kecepatan
perkembangan dunia perusahaan/perdagangan dewaea ini.
Matsir 8Said (1977 : Q) mengatakan sebagai
berikut :
"Usaha dagang (UD) dimasukkan sebagail =suatu
usaha tunggal! (solo tradere) yang di Amerika
dikenal dengan istilah "Individual (or Sale)

propriatorsichp " seperti dilihat pada struktur
organisssil peru=ahsan “.

Melihat penjelasan tersebut di atas, maka Jjelas
bahwa usahs dagang (UD) didirikan oleh satu grang saja,
dengan demikian dapat dikatakan bzahwa, karena vyang
mendirikan perusahzan hanys satu orang saja maka secara
rasionalnya vyang bertanggung jawab tentu satu orang
pula yaitu pemilidk usaha dzagang itu Zendiri. Mamun hal
ini tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama atau
lkongsl dalam pendirian usaha dagang.

Apabila wusaha dagang tersebut didirikan oleh
lebih dari =satu orang, maka dalam hal inil dapat
dikatakan tidaklah begitu sulit untuk menesn tukan
kedudukan hubkumnya, karena dengan demikian usaha dagang
tersebut mirip atau identik dengan apa vyang biasanvya
di=ebut dengan "Handelsvennootschap", Jjadi terhadapnys
berlaiku ketentaun yang menyangkut mengenai firma. Hanya

eaja yang perlu dipersozlkan  yaitu apalkah para




pesertanya vang turut serta dalam usaha dagang telah
menyadari akan kedudukannya dalam kwalitas yang
demikian, artinya apakah para pihak yang tergabung
dalam wusaha dagasng mengikuti ketentuan-ketentuan vang
menyangkut firma baginya, misalnya saja dalam hal
pertanggungsn jawab tiap perbuatannya sebagaimana
diketahui bahwa salah satu ciri dari suatu persekutuan
firms dihtedakan dengan jenis perseroan lainnya ialah
dalam hal tanggung Jawab tiap pesertanya, hal ini
zgs=ual dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18
KUHF D=agang, =seperti ditulis UWrijono Prodjodikoro
(1979:481) bahwa :

"Setiap peserta dalam percseroan firma bertang-
gung Jjawab ata=s segala, perjaniian dari perseroan untuk
seluruhnya ialah sampal dengan kelayasn sendirl masing-
masing".

Jiadi pada dasarnya usaha dagang {(UD) di
Indonesia kurang tepat apabial secara langsung digo-
longkan =ebagai usaha tunggal atsw  perorangan, =ebab
tidak ada pensgasan secara yuridis vang menjadi dasar
hukum usaha dagang sebagal suatu usah tunggal.

Lepas dari uraian di atas, perlu pula diketahul
pendirian usaha dagang (UD), bahwa apalah usaha dagang
tersebut perlu didirikan berdasarkan akta notaris.
Sehubungan dengan hal imi perlu  dikaitlan deng&n

pendirian persevroan  lainnya seperi Firma, CVY. kedua




badan usaha ini perlu didirikan dengan akte notaris
kecuali bagi wusaha ini perlu didirikan dengan akte
notaris kecuali bagi suatu firma, dimana di dalam pasal
22 ¥itsb Undang-undang Hukum Dagang, ditegaskan bahwa
firma harus didirikan dengan suatu akta autentik yang
berarti oraktis suatu akte notaris. Tetapi ketentuan
ini dibubarkan oleh tambahan pasal tersebut bahwa, ke-
tiadaan akte dalam pendirian perseroan firma tidak
dapat dijadikan alasan atau penangkisan terhadap pihak
ketiga, dengan demikian terlihatlah hal wvang berten-
tangan satu sama lainnva.

Seperti diketahui bahwa dewasa ini  pemerintah
sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional
Jangka paniang tahap kedua, maka tentunya pelaksanaan
pembangunan nasional ini akan membutuhkan dana vyang
tidak sedikit di dalam membiayai pembangunan, mala
pemei-rintah berupava untuk mempercoleh dana dari berbagal
usahs, rtermasulk di didslamnys uwsaha dagang (UD) =ebagai
usaha perarangan.

Berhasilnya usaha dagang sebsagai salah =satu
kegiatan di bidang ekonomi tentu akan membawa  dampak
vang positif terbhadap pemililk usaha dagasng itu  sendiri
dan terhadap pemerintah karena usaha dagang merupakan
salah  =satu s=umber pendapatan dacrah yang perlu dikem-
bangkan terus. Berhkaitan dengan itu maka pemerintah

akan cenderung untul turut mengembanglan usaha dagang




sebagai kegiatan ekonomi yang memperlihatkan dampak
positif terhadap pembangunan di segals bidang.
Menyadari semua ini, penulis berpendapat bahwa
usaha dagang (UD) yang kini belum ada peratruan vyang
mengatur secara tegas sedangkan dalam prakteknya
tumbuh dan berkembang terus maka diharapkan adanya
usaha pemerintah untuk memikirkan secara serius agar
usaha dagang ini dapat digolongkan sebagai salahs &tu
badan usaha nasional vang menunjang pembangunan pada
umumnya. Sebab jika tidak demikian usaha dagang yang
tumbuh dengan pesat dewasa ini tidak mempunyail
kepastian hukum sedang diketahul bahwa usaha dagang
memegang peranan penting dalam bidang perekonomian

khusu=snya dalam perdagangan.

Syarat—-syarat untuk mendapatkan I1zin Usaha Dagang

Di dalam pembahasan sub-=ub bab terdahulu di
ataz, penlis telah kemukakan proses pelayanan izin pada
Yantor Departemen Ferdsgangan Kabupaten Daeralh Tinghkat
II1 Kendari dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat
untul  mengembangkan usaha dagasng sebagai salah satu
bentuk usaha perdsagsngan.

Dalam kaitan uraian tersebut di atas, tentunya
untuk memperoleh surat izin usaha dagang akan memenuhi
persyaratan—-persyaratan tertentu. Fersyaratan-persya-

ratan tertentu. Persvaratan-—-persyaratan vyang harus




disediakan oleh setiap pemohon izin usaha dagang
adalah :
1. Salinan atauw foto copy surat pendirian

perusahaan atau akta notaris bagi perusahaan
yang berbadan hukum atau persekutuan.

2. Salinan atau foto copy =surat izin tempat
usaha dari pemerintah daerah apabila diwajib-
kan oleh Undang-undang gangguan (HO) atau
surat keterangan tempat usaha.

3. Foto copy kartu tanda Penduduk vyang masih
berlaku bagi pemilil perusahaan dagang.

4. Pas foto dua lembar ukuran 3 x 4 Cm dari
pemilik atau penanqQgung jawab perusahaan.

5. Foto copy bukti pembayaran uang jaminan biaya
sdministrasl perusahaan.

4. Untuk perusahaan besar (PB) butir 1,2,3,4,
dan S masing-masing dibust rangkap 2 (dua)
yang dipergunalkan bagi FKantor bilayah
Departemen Ferdagangan dan Kantor Departemen

Ferdagangan tempat domisili perusahaan.

=

. Bagl perusahaan perorangan culup melampirkan
dokumen pada butir 3,4,5 dan apabila tidak
mempunyal akta notaris.

Selanjutnya apabila perusahaan dagang bermaksud
untuk  membuka cabang atau kantor cabang pada wilavah

daerah tingkat II lainnya, maka pemilik perusahaan



harus memenuhi syarat antara lain :

1. Perusahaan yang akan membuka cabang/perwakil-
an harus melaporkan secara tertulis kepada
Kantor Wilayah Ferdagangan atau Yantor
Departemen Ferdagangan tempat kedudukan
cabang/perwakilan perusahaan akan dibuka.

2. Foto copy Surat Izin Usaha Dagang (SIUP)
Fantor pusat vyang telah dilegalisasi oleh
pejabat vang menerbitkan SIUP.

3. Balinan atazu foto copy Surat Fendirian Peru-
sahan atu Akte pendirian dari notaris atau
bukti lainnya tentang pembukaan cabang/per-—
wakilan p=rusahaan.

4. Foto copy Fartu Tanda Fenduduk dari
penanggung jawab cabang/perwakilan perusaha-
an di tempat hedudukan kantor cabang/perwa-—
kilan.

S. S8alinan atau foto copy Surat Izin Tempat
U=saha (SITU) apabila diwajibkan oleh undang-

undang gangguan (HD)Y.

Fersyaratan—persyaratan tersebut di atas untuk
mendapatkan 1zin usaha perdagangan &dalah  merupakan
ketentuan yang tersirat dalam ¥itab Undang-undang Hukum
Dagang yang mengharuskan semua jenie usaha harus meme-—

nuhi syarat tersebut untuk mendapathkan izin usaha




perdagangan termasuk pula di dalamnya usaha dagang
(UD7Y.

Selanjutnya untuk mendapatkan izin usaha dagang
(UD} khususnya di daerah tingkat II Kabupaten Kendari,
maka para pengusaha yang Jjenisnya usaha dagang (UD)
harus memenuhi syarat—-syarat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Fenduduk Femilik atau
penanggung Jawab pengurus usaha dagang dalam
tiga ranghkap.

2. Pas foto ukuran 3 % 4 Cm sebanyak & lembar.

3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari
Femerintah daerah Tingkat 11 Kabupaten
Kendari.

4. Surat pernyataan bukan pegawai negeri/AEBRI
atan istrinya diketahui aleh Lurah/Desa
cetempat.

5. Membuat neraca perusahaan rangkap 3 (tiga)

&. Foto Copy akta pendirian perusahaan yang di-
legalisir pejabat yang berwenang.

7. Meterai tempel Rp. 1000 sebanyalk 4 (empat)
lembar.

8. Map snelhechter dan map biasa satu buah.

?. MPUWP dan surat-surta lainnya.

Sehubungan dengan usaha dagang (UD)} sebagai

suatu  jenis perusahaan yvang sedang berkembang dewasa

ini, maka berarti pula usaha dagang (UD) di haruskan
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untuk mengadakan pembukuan hal ini ditegaskan di  dalam
pasal & Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
Menurut penelitian yang dilakukan penulis ter-
hadap u=aah dagang (UD) pada ¥Yantor Departemen Perda-
gangan daerah Tingkat II Kabupaten ¥Kendari, svarat
tersebut di atas telah dipenuhi.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, R.
Soekardono, (19464 : 14) mengatakan sebagai berikut @
"Tujuan dari pembukuan ini untuk kepentingan
pihal hketigas dan juga kepentingan pengusaha
sendiri dimana setiap waktu dapat dilihat
tentang keadaan kekayasn tentang hak-hal dan
rewaiiban—tewajiban perusahaan itu sendiri.
Berlhenaan dengan uraian di  atas, dapatlah
dikatakan bahwa pembukuan pada suatu jenis usaha
sepertli usaha dagang (UD} dapat pula digunakan eebagai
alat bukti vang mempunyal kekuatan pembuktian.
Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa peambukuan dalam
usaha dagang dapat dikatakan mempunyat pembuktian
seperti halnya dengan perusahaan lainnya. Menuruk
penulis hal ini jelas mempunyzi kekuatan pembuktian
=ebhab uzaha dagang sebagal salan satu jenis perusahaan
barus  tunduk  pada ketentuan-ketentuan Hukum Dagang,
jelasnya usaha dagang harus ada pembukuan  uwntuk alat
pembuktiannya.
Selanjutnya R. Soekardono (1964 : &7) mengatakan

sebagal berikut :




"Pembukuan adalah bersifat rahasia hanya
hakimlah dan khusus untuk mencapal pemecahan
suatu bab atau hal tertentu yang masih dalam
pereelisihan dapat memerintahkan penercbosan
rahasia tersebut".

Jadi bertolak pada uraian di atas, maka penulis
menarik kesimpulan bahwa pembukuan pada suatu perusaha-
an yang jenisnya Uszaha Dsgang adalah sifatnya rahasia
bagi pemilik Usaha Dagang itu sendiri dsn pembukuan itu
hanya dapat diletahui oleh hakim dalam batas-batas
tertentu.

Setelah dikemukakan proses pelayznan, pengertian
surat izin, falktor-faktor vang mendorong pengembangan
uzaha dagang, tata cara untuk mempercleh izin usaha
dagang, serta syarat-svarat uwuntuk mendapatkan izin
usaah dagang maka bkajian selanjutnya akan dikemubalsn
sS@cara =ekilas menyangkut gambaran LumLLm obyek

penelitian.
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GAMBARAMN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Departemen Per-

dagangan Kabupaten Kendari

¥Kantor Departemen Ferdagangan Daerah Tingkat 11
Kendari adalah merupakan salah satu instansi pemerin-
tahan yang bergeral dalasm bidang adminietrasi perda-
gangan. Kantor Departemen Ferdsagangan Kabupaten Kendari
didirikan pada tanggsl 7 Mei 1993. Untuk penggunasn
Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari ini.
telah diresmikan penggunsannya oleh Menteri Riset dan
Tekrnologi Prof.DR.B.J. Habibie, tanggal 7 April 1934.

Gedung Kantor Departemen Ferdagangan Kabupaten
Kendari berdiri di aktas tanah ssluas 5000 Meter persegi
vang berleokazi di Kompleks perhantoran Femerintah
Daerah Tingkat I1 Fendsri. Luas bangunan kantor
Departemen Ferdagangan Fabupaten Kendari adalah 2Z00
meter persegil.

Bejalk berdirinys Fantor Departemen PFPerdagangan
Kabupaten Kendarli yakni dari tahun 1297 hingga sekarang
ini telah ada bagian daril kantor tersebut yang memer—
lukan rahabilita=i berat karena anggaran pemeliharaan
gedung hkantor yang disediahan sestiap tahun tidak
menculupi dan hanya untuk perbaikan vang kecil-kecil

Saja.




35

Dalam hubungan ini dapat diketahui bahwa umur
kantor Departemen Perdagangan hingga kini masih relatif
mudah akan tetapi sudah membutuhkan perbaikan—
perbaikan.

Setelah diketahui sejarah s=singkat berdirinya
Kabupaten Kabupaten Kendari, dilanjutkan dengan bidang

aparatur dan struktur organisasi.

Struktur Organisasi Kantor Departemen Perdagangan Ka-

bupaten ¥Kendari

Sampxi dengan tahun 1994 keadaan atau Jjumlah
pegawvai Kabupaten Kabupaten Kendari adalah berjumlah 20
orang. Sebageai lantor vyang tergolong tipe A, maka
Jumlah personil tersebut di atas dianggap sangat minim
terutama dengan semakin meninghatnya tuntutan pekeriaan
rutin dan pembangunan.

Dalam beberaps  tahun terakhir ini tidab  ad=a
p=riambahan  pegawai, bahkan &da vang &lih tugas ke
daerah lain sehingga jumlah pegawai zemakin berburang.
Dengan jumlah perscnil yvang sangat minim di atas, maka
dalam rangka mengemban tugas umum  pemerintah dan
pembangunan, sehingga pendayagunaan aparatur secara
efektif terus menerusz akan dilakeanakan, khususnya
dengan mengikutsertakan pada berbagai penataran/pela-
tihan bail yang diadakan oleh Kantor Wilayah Departemen

Ferdagangan maupun instansi terkait di Daerah Tingkat




I1 Kabupaten Kendari untuk meningkatkan kemampuannya
guna mengarahkan pegawai menuju tercapainya produkti-
vitas kerja yang maksimal.

Apabial diperhatikan keadaan personil pada
Kantor Departemen FPerdagangan kabupaten FKendari vyang
sangat minim dibanding wilayah kerijanya, maka
pegawai/personil tersebut sebanyak 20 orang. Dengan
Jumlah personil atau karyawan Fantor Departemen
Ferdagangan lKabupaten Kendari sepsrti tersebut di atas
belumlah mencukupl apabila dibandingkan dengan beban
tugas dzn luas wilayahnya yang harus ditangani vyakni
terdiri dari 21 wilayah kecamatan.

Keadaan Kantor Departemen Ferdagangan Kabupaten
Kendari hingg= seharang ini, secara organisasi  jabatan
struktur yang =sudah teris=i baru 15, sementara ada
bebsrapa Jabatan ezelon Y yvang belum mempunyal staf
yvang seharusnya terisi pula olegh sejumlah pegawal.

Di samping i1tu untuk mendukung  pelak=anaan
tugas perlu ada dubkungan fasilitas dan peralatan kantor
vang memadai. fa=silitas dan peralatan kantor vang
dimiliki cleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten
Fendari sampail =sazt ini masih =angat terbatas =ehingga
maz=ih membutuhkan tambahan seperti kendaraan roda dua
dan rumah jabatan ¥epala Fantor serta beberapa sarana

lainnya seperti alat pemotong rumput.
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LUntuk menuniang kelancaran pekerjaan atau tugas
sehari-hari secara kedinasan telah disediakan anggaran
rutin sebagaimana yang tercantum dalam DIK setiap tahun
anggaran 410 dan 330, namun tidak disediakan belanja
kegiatan lembur pada hal kegiatan lembur tersebut
csering dilaksanakan apabila ada tugas—tugas
vang sifatnya mendesak sedang Jjumlah pegawai sangat
terbata=. Jadi menyanghkut sarana dan prasarana serta
Jumlah pegawal pada Ykantor Departemen Ferdagangan
Kabupaten Kendari dapat disimpulkan masih serba
terbatas jumlahnya.

Untuk lebih jela=nya hkasadaan pegawal pads
Kantor Departemen Perdagangan KFabupaten Kendari dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabesl 1. KEADAAN PEGAWAI KAMTOR DEFARTEMEM FPERDAGAMGANM
KARBUFPATEN KEMDARI MENMURUT GOLOMGAM/FEMDIDIYAM

Golongan ' Banyaknysa . Fendidikan
1 : = H SLTP
(] 1
[T ] 13 : SLTA
I11 H i . Sarjana
i (1
v ; i H Sarjana
Jumlah A 20 H -

Sumber data: Fantor Departemen Ferdagangan ¥Yendari, 1994
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Tabel 1 di atas memberikan gambaran yang jelas
tentang keadaan pegawai pada ¥antor Departemen FPer-
dagangan Kabupaten Kendari tahun 19794 yaitu seluruhnya
berjumlah 20 orang.

Diantara 20 orang pegawai tersebut dilihat dari
pendidikannya ternyata rata-rata Sekolah Lanjutan
Tingkat Fertams, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan
Sarjana (51)}.

Setelah diketahui keadaan pegawzl pada ¥Yantor
Depertemen Ferdagangan Kabupaten Kendari, selanjutnya
ditemukakan pula =struktur organisasi pada bantor
tarsenut seperti yang terurai di bawah ini.
=. ¥akhandep (Kepsla ¥Fantor Departemen)

Kakandep adalah Kepzala Kantar Departemen

Ferdagangan sebagal pimpinan dalam organicsa=si

Departemen perdagangan Fabupaten Kendari.

b. Bagian Tata Usaha (TU)

Bagian Tata Uszaha pada ¥Yantor Departemen Fer-

dagangan Fabupaten ¥Fendari merupakan bagian

yang membawshil beberapa urusan,
c. KFepala Urusan

Fada Yantor Departemen FPerdagangan FKabupaten

Kendari di dalamnya terdapat tiga Kepala Urusan

(Kaur) waitu

1. ¥Yepala Urusan Analisa Data dan program serta

laporan.
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2. Kepala Urusan Keuangan

2. Fepala Urusan Umuim
kFetiga FKepala Usaha tersebut di atas semuanva
dibawahi 1langsung olehh ¥epala Bagian Tata
Usaha.

Seksi-sekei
Yantor Departemen Perdagangan ¥Yabupaten Kendari
dida lam <struktur organisasinya terdsapat 4
(empat) sekel yaitu :
1. Seksi pengadaan dan penyaluran
2. Sek=i bimbingan usaha dan sarana perdsagangan

2. Seksi metrologi

4. Sek

i perdagangan luar negeri
Sekz=i Pengadaan dan Fenyaluran terdiri dari tiga sub
seksi yaitu @
1. Sub Seks=i Tampang Ferkebunzn dan Ferhutanan
2. Sub S=ksi Ferikanan dan Peternzkan
3. Sub Sek=il Hasil Industri dan Perdagangan
Sel=zi Bimbingan Usaha dan Sarana Ferdagangan terdiri
atas tiga sub seksil antara lain @
1. Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan
2. Sub Selksi Bimbingan ERarang Ferdagangan
3. Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan
Seksi Mitrologi terdiri ats= tiga sub seksi yaitu 3
1. Sub Seksi Massza dan Timbangan

2. Sub Seksi Uruszan Arus Panjang dan Volums
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!

3. Sub Seksi FPengawasan Penyvaluran
h. Ssk=i Perdagangan Luar Megeri terdiri dari dua sub

seksi yaitu :

1. Sub Seksi Ekspor Impor

2. Sub Seksi Pengembangan Ekspor

Berdaszarkan uraisn ‘tersebut di atas, maka

Struktur Organisasi pada ¥Fantor Departemen Perdagangan
Daerah Tingkat 11 Kabupaten ¥endari terdiri atas satu
tepala Bagian, tiga Kepala Urusan, empat Fepala Seksi
dan 11 ¥epala Sub Seksi.

Setelah diketahul susunan organisasi dan bidang
tugas personil pada Fantor Departemen Ferdagangan
Fabupaten Y¥Yendari, maka hajilah berikubtnya adalah
ketata usahaan yang meliputi:

8. Surat meEnyurat
Feadaan lalu lintas =surat menyurat pada ¥antor
Departemen Perdagangan labupaten Fendari dalam tabun
1994 culup lancar. Jumlah =zurat dinss bilasa yang
masuk selama tahun 1994 szbanyalk 717 buah atau rata-
rata &0 bush surat setiap bulan, <ceedangkan surat

vang keluar

i

zbanyalk F14 buah atau rata—-rata 745 buah
surat setiap bBulannya. Jika hal  ini dibandinglan
dengan tahun sebelumnya, maka surat mazuk meningkat

ecbezar 4,37 % dan =urat yang keluar naik sekitar

1,56 %.
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Untuk mengetabhui keadaan surak menyurat
tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di  bawah
ini =

Tabel 2 REALISASI SURAT MASUK DAN KELUAR KANTOR
DEFARTEMERM FERDAGANGAM KABUFATEM KEMDARI

Bulan ' Masuk H Keluar
Januari ; &2 ; a3
Februari ; o4 ; 3
Maret ; i i 29
April ; &H3 ; 81
Mei ; &7 ; &0
Junii { 74 E &8

' '
Juli ; 7 E 72
Agu=tus ; 73 ; &2
September E 43 ; &7
' '
Ok tober ; B ; 70
Movember i &3 { Bs
Dezsember ; a7 ; 121
Jumlah . 717 p 214

sumbher data: Wantor Departemen Ferdzgangan Kendari,
1924
Tabel 2 di atas memberikan gambaranm tentang
jumlah surat keluar dan surat masuk pada Kantor

Departemen Ferdagangan Kabupaten Fendari tahun 1994,
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vakni lebih banvalk surat keluar dari pada surat yang

masuk .

Peralatan kantor

Feralatan kantor vyang digunakan pada ¥Yantor
Departemen FPerdagangan Kabupaten Kendari dirasakan
masih ‘terbatas walaupun ada penambahan beberapa
Jenis peralatan kantor seperti mesin ketik, kursi
rapat. Dengan semakin meningkatnya tuntutan
pekerjaan rutin @aupun pembangunan, maka penyem-—
purnaan peralatan perlu menjadi perhatian pimpinan.
Berkaitan dengan itu, maka untuk mengetahui
peralatan ¥antor Departemen Ferdagangan Kabupaten
Kendari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T JUMLAH IMVENTARIS FAMNTOR DEFARTEMEN
PERDAGAMNGAMN KABUFATEM KEMNDARI

Mama barang ! Jumlah i Keterangan

L) ]

i L]
Meja biro ! S i bailk
Meja setengah biro : 11 H baik
Meila staf biasa i = . baik
Meja rapat : 3 . baik
Fursi be=si roda pimpinan | 1 H baik
Hur=si lipat pakai sandar-| i
an h 10 : baik
Kursi tamu panjang ! 1 ! baik
Kursli lipat besi : 7 : baik

: i
Jumlah : 76 : baik

Sumber data: Kantor Dep. Perdagangan Kendari, 1994
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Jadi diperhatikan tabel tersebut di atas, dapat
diketahul bahwa sarana a2tau peralatan pada FKantor
Departemen Kabupaten Kendari hingga tahun 1994,
terlihat peralatan kantor berjumlah 7& buah  dan

umumnya masih baik.

Lembaga Penyaluran Ferdagangan cabang 11 Unaaha

Fengslolaan administrasi keuangan Lembaga
Fenyaluran Perdagangan Cabang 11 Unaaha secara resmi
dimulai sejak siangkatnya Kepala LFPF Cabang }E
Unaaha berdasarkan Surat Feputusan ¥Yepala Lembaga
FPenyaluran Ferdagangan MNomor 127/LPP/SK/19846 tanggal
26 Desember 198264,

Fada tahun 1923 Jjumlah anggaran/dana yang
diterima dari Lembaga Penyaliuran Perdagangan (LFPP)
cebang 1 ¥endari adzslah sebesar Rp. 1.5833.100, Yyang

terdiri dari :

- Bantuan transpor Ep. 1.283.100.~
— Bantuan tunjangan jabatan Rp. 250,000 -
- Bantuan pangan Ep. 150.000, -
Dana tersebut di atas sampai pada bulan

Desember tahun 1994 dipertanggung jawabkan, =sedang
bantuan untuk transpor bulan Oktober szampai Desember
1994 belum ditransver Lke Lembaga Fernyaluran
Ferdagangan Cabang 11 Unaaha =sehingga dangan

demikiian saldo per 2 Januari 1995 adalah nihil.
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Selanjutnya kegiatan lain dari Kantor
Departemen Ferdagangan FKabupaten ¥endari yvaitu
pengelalaan bidang usaha kogperasi. Dalam kegiatan
bidang usaha loperasi kantor Departemen Perdagangan
Fabupaten Kendari terdiri dari :

a. FKepengurusan

¥operasi pada kantor Departemen
FPerdagangan Kabupaten Kendari disebut FKoperasi
Miaga 11. Foperasi Miaga 11 ‘tersebut didirikan
berdasarkan rapat anggota yang diselenggarakan
tanggal 17 Juli 1985 dan telah memiliki badan
hukum dengan namor 726/BH/XX/tanggal 13 Januari
1984.

Berdasarkan anggaran dssar dan  anggaran
rumah tangga Koperasi Miaga Ii dan untuk mening-
kathan pendapatan usaha Yoperasi tersebut, maka
setiap 2 (dua) t=zhun diadakan pamilihan pengurus
melaluil rapat anggota tahunan (RAT).

Untuk pengurusan tahun 1994 adalah terdiri
dari :

- ¥Fetua

- Sekretaris

= Eendahara

= Pembantu wmnum
Badan Femerilsa :

- Ketua



- Anggota ‘ﬁ -; ./
— Anggota ;
b, Hasil-hasil yvang dicapai
1. Qrganisacsi
Jumlah anggota koperasi Miaga 11 Kantor
Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari
berjumlah 20 orang dan semuanya aktif
melakukan transaksi baik berupa kredit

uang maupun barang.

2. Bidang Usaha
Jenis wu=saha vang dikelela oleh Yoperasi
Miaga II Kantor Departemen Ferdagangan
Yabupaten Yendari adalah pelayanan  tobko
muirah dengan barang—-barang kebutuhan pokak
sehari-harl dan lkegiatan simpanan pinjam,
dengan pemberian berupa jasa 1,5 % bagi
anggots  yang menabung dan 2,5 U bagi
anggota yang meminjam.
a. Unit toko
Hargas 3ual berlaku pada unit toko
kaperasi sama dengan  harga barang
dipazaran umum.
Volume pengadaan barang konsumsi  untuk
tahun bubu 1994 terdapat sebesar

Ep.8.794.800,- di mana pihak pembelian
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secara kontan sebesar Rp. 507.250 dan
pembelian secara kredit Rp. 8.287.550,.
Jika dibanding dengan tahun 1993 vyang
tercatat sebesar Rp. &674.500, atau 8,71
% pada kegiatan penjualan unit toko
kepada anggota atau pembeli luar pada
tahun 1993 tercatat sebesar Rp.
B.175.000, dimansa penjualankredit
tercatat csebesar Rp.7.293.475 dan
penjualan kontan sebesar Rp. 881.52%5.
Unit Usaha Simpan FPinjam

Yalume usaha simpan pinjam untuk tahun
buku 1994 tercatat sebesar Rp.3.517.100,
abtauw menurun sebesar 4,13 % dibanding
tabun 1993.

Sisa Hasil Usaha

Dari bidang u=Eaha yang dilak=sanalan
oleh koperasi RNiaga [II pada Kantor
Departemen Kabupaten Kendari tahun 1994
terdaocat sisa hasil usaha (SHU) sebesar
Fp. &B9.290,- (Enam ratus Delapan Fuluh
Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh
Rupiah),

Yoperasi Miaga 11 Fantor Departemen
Ferdagangan Kabupaten Kendari hingga

berdirinya telah mempunyai modal dasar
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sebagai madal usaha koperasi yag
diperoleh dari simonana pokok, =impan
vwajib dan simpanan sukarela.

Di samping simpanan, pockok, simpanan
wajib dan simpanan sukarela tersebut
juga ‘hkoperasi Miaga 11 berusaha wuntuk
mendapatkan modal pinjaman dari oihak
ketiga.

fAdapun perincian modal sendiri Kaperasi
Miaga 11 abupaten Kendari sampai
dengan tanggal 31 Desember 1994 vyang
berasal dari simpanan—-simpanan anggota

adalah =sebizgai berikut

— Simpanan pokok Rp. Z200.000
- Simpanan wajib Rp. 25%9.300
= Simpanan sukarela Fp. 435.000

C. Bidang Tugas

1. Bidang Ferdagangan Dalam Negeri
Bidang tugazs pengadaan dan penyaluran per-
dagangan luar negeri ditugaskan untuk
= Mengumpulkan data dan membuat laporan tentang
pupuk
— Mengumpulkan data tentang semen di pasaran
dan membuat laporan posisi stock setiap 10

hiari.
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— Monitor perkembangan harga di pasar kecamatan

- Manitor pengadaan dan penyaluran bahan
bangunan bahan kebutuhan pokok dan barang
penting lainnvya.

- Menyebarluashkan informasi Tharga produksi
daerah melalui kegiatan informasi pasar.

- Memonitor harga barang dan ‘transaksi per-
dagangan di pasar Unaaha, Wawotobi dan
sekitarnya.

= Membuat laporan mingguan, triwulan dan bulan
perkembangan harga diu pasaran umum Unaaha
dan sekitarnya untuk disebarkan kepada
instansi lainnya

- Membantu pelaks=anaan  tugas-tugas kem=tro-
logian di Kabupaten daerah Tingkat II Kendari
seperti =sidang tera, tera ulang, penvyuluhan
kFemetrologian dan sebagainya.

- Melakubkan pendataan areal dan produksi
cengkeh di FKabupaten Daerah Tinghkat |51

Fendari =sesual dengan ketentuan yang ada.

2. Bimbingan usaha dan sarana perdagangan

Futin

= Melayani dan permohonan perusahaan dalam ranghka
pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan

- Menerbithan administrasi pembulkuan formulir

surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan.




49

- Membuat registrasi perkembangan surat izin

usaha perdagangan.
b. Pembangunan

- Melakukan penataran dan atau pelatihan tentang
peranan wanita di bidang perdagangan selama
tiga hari di Kabupaten ¥Kendari.

— Melakukan penataran/pelatihan tentang peranan
pemuda di bidang perdagangan di Kabupaten
Kendari.

3. Bidang Perdagangan Luar MNegeri
a. Rutin

- Memonitor Ykegiatan kegiatan ekepor—-impor dan
mengecek perkembangan harga beberapa jenis
komoditi yang potensial untubk ekspor.

- Menyebarluaskan informasi dan atau data per-—
dagangan luar necgeri.

- Membuat laparan rutin perkembangan harga
komoditi ek=por.

- Melakukan registrasi terhadap eksportir dan
perusahaan yang bergeralk dalam bidang ekspor.

b. Pembangunan
Peranan Departemen Ferdagangan Yabupaten
Kendari dalam tahun anggaran 19294/1995 adalah
melakukan traiming untuk peningkatan mutu Bokor
Fumput laut kepada 45 orang Petani Produsen dan

kepada instansil terkzit yang kegiatan atau
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bidang operasionalnya dilaksanakan di Kendari

cleh ¥antor Wilayah Departemen Ferdagangan

Propinsi Sulawesi Tenggara.

Bidang

Aparatur

Fembinaan pegawal

finali=sis Data Program dan Laporan
FPengaolahan keuangan

FPengolahan Ferlengkapan/penunjang.




BAB IV

HASIL PENMELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Surat Izin Usaha Dagang

Telah dimaklumi bahwa berdasarkan ¥Keputusan
Menteri Perdagangan No. 225/Kp/1X/1987 tentang penyem-—
purnaan organisasi Tata ¥erja Instan=i Vertikal
Departemen Perdagangan telah ditetapkan tugas pokok
Kantor Departemen Ferdagangan telah ditetapkan ‘tugas
pokok Kantor Departemen FPerdagangan dalam wilayah
daerah tingkat 11 seluruh Indonesia.

Sebagal realisa=si pelaksanaan Keputusan Menteri
FPerdagangan Republik Indonesia tersebut di atas, maka
pada tahun 1992 Kantor Departemen Perdagangan hhususnya
di ¥abupaten ¥endari telsh mengadshkan penguraian tugas-
tugas secara terperinci pada 2 (dua) bidang yaitu:

1. Bidang Ferdagangan Luar Megeri

2. Bidang Perdagangan dalam tlegeri

Fada bidang perdagangan dalam negeri terdapat
seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang

secara hhusus mempunyal tugas polhok sebagail berikulb:

- Melayani dan memproses hkeperluan perusahaan
dalam hal tanda daftar perusahaan, wiajib
daftar perusahaan dan surat izinm usaha

perusahaan.
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- Melakukan dan mencatat penvyverahan surat tanda
daftar perusahaan yang sudah selesai ditanda-
tangani kepada pengusaha yang bersangkutan.

- Melakukan dan mencatat setiap bentuk Fformulir
walib Daftar perusahaan yang keluar

- Memproses surat permohonan surta izinm uesaha
serta pengolahan wajib daftar perusahaan

- Melakukan pembukuan hasil pengolahan pendaf-
taran perusahaan

- Melakukan pengisian  buku  induk perusahaan
untuk laporan wajib daftar perusahaan.

- Melaksanakan pengecellan terhadap permohonan
surat izin usaha.

- Membuat laporan perkembangan perusahaan  yang
telah diterbithan surat izin usahanya setiap
bulan.

- Membuat register dan =statistik perusahaan-
perusahaan vang mempunyail suratbt izin usaha

- Melakukan penyetoran blaya administrasi  dan
uang Jjaminan perusahaan.

- Melabesanakan pengecelan di lapangan terhadap
perusahaan—-perusahaan yang telah habis masa
berlaltunya tanda dafttar perusahzan.

Perlu pula dipahami bahwa dalam hal mendirikan

usaha telah diatur oleh suatu ketentuan ‘tentang

syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap




pengusaha, baik menyangkut surat izin usaha, surat izin
tempat usaha dan kewajiban untul: melaporkan perusahaan
itu kepada instansi vang terkait seperti Bagian
Ferekonomian Xantor Daerah setempat, ¥antor Departemen
Tenaga ¥Kerja, Kantor Departemen Ferdagangan dan kantor
Departemen Ferindustrian.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka
untuk mengetahuil perkembangan bidang usaha di Daerah
Tingkat 11 Y¥Yabupaten Kendari, bailk perusahaan yang
berbadan hukum manapun perusahaan peraorangan (UD) dapat
dilihat pada tabel tersebut di bawah ini.

Tabel 4 JUMLAH FPERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA KAMTOR
DEPARTEMEN FERDAGANGAN FKARBUFPATEM KEMDARI 1994

Jenie Ferusahaan H Juml ah ! Prozsentacse

Ferseroan Terbatas (FT)}

Firma (Fa)

o

cv 14
Koperasi & 14
Usatha Dagang (UD) a1 72
Jumlah : 473 y 100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1974

Tabel 4 di atas, memberikan gambaran tentang
jumlah perusahzan yang beroperazi di Daerah Tingkat 11

Kendari pada akhir tahun 1993 adalah tercatat 43 buah



perusahaan. Berdasarkan tabel terssbut terlihat bahwa
perusahaan yang paling banyak adalah perusahazan per-—
orangan yang lazimnya masyarakat menggunakan dengan
merek  Usaha Dagang {(UD} yakni 31 buah dan atau 72 %
dari perusahaan yang ada.

Sehubungan dengan data tersebut di atas, untuk
mengetahui mengapa masyarakat di  daerah Tingkat II
Yahupaten FKendari lebih s2nang mendarikan perusahaan
dengan status Usaha Dagang (UD), telah diperoleh data
dari 30 orang responden sebagaimana yang dapat dilihat
pada tabel yang terurai di bawah ini.

Tabel S FEMDAPAT RESPDMDEN TEMTAMG ¥YECEMDERUNMGAN
PENMGURUSANM SURAT IZIM USAHA DAGAMNG (SIUF)

Fendapat responden ! Frekusnsi | FProsentase

] L]
Urusan cepat . S0 - 100 %
Tdailk kena pajab ! — : -
Jumlah p 30 H 100 4
Sumber data : Hasil penelitian lapangan,. 1974
Apabils diperhatiban secara sghcama tabel

tersebut di  atas, maka telah terlihat secara Jelas
bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk mendirikan
perusahaan  yang berbentul Usaha dagang (UD) menurut

hasil penelitian adalah dipengaruhi oleh faktor urusan
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yang cepat dibandingkan dengan Jjenis—wusaha lainnya
seperti CV dan FT.

Lebih lanjut, Arifuddin Paturusi, Kepala Kantor
Departemen Ferdagangan Kabupaten Fendari dalam

viawancara penulis mengatakan bahwa:

"Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Per-

dagangan Kabupaten ¥endari walaupun dalam
usahanya masih sangat mudah akan tetapi dalam
bidang pelayanan masalah pengurusan surat
permohonan sampai proses penyelesaian izin

uzaha tidak pernab terlambat".

Berdaszarkan penjelasan Kepala Kantor Departemen
Ferdagangan Kabupaten Kendari tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa menyangkut masalah pengurusan surat
izin uwu=saha dagang (UP) di ¥abupaten ¥Yendari tidak meng-
hadapi hambatan dan atauw kendala secara administrasi.
Mamun demikian perlu pulzs diuji  kebenarannya apakah
pezrnyataan tersebut benar atau tidak. Oleh sebab itu
urntuk mengetahul hal tersebut telah diperoleh data
dari 30 orang responden sebagaimana yang dapat dilihah
pada tabel di bawah ini.

Tabel & PFPEMDAPAT RESPOMDEM TEMTAMG KELAMCARAN PEMG-
URUSAM SURAT 1Z1IM USAHA DAGANG

Fendapat responden ' Frehuensi \ Frosentase

Cepalt prosesnya : 29 i 93 4
L.ambalt prosesnya 4 2 : 7 %
- : :

Jdumlah ' 10 ! 100

Sumber data : Hasi) penelitian lapangan, 1994
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Berdasarkan pada gambaran tabel tersebut di
atas, dapat diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh
Kepala kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari
telah diakui oleh para pemilik Usaha Dagang, dimana
diantara S0 orang respaonden ternyata 28 orang
mengatakan bahwa pengurusan surat izin usaha dagang
pada FKantor Departemen Perdagangan sangat cepat dan
tidak mengalami hambatan. Lebih laniut, Wahab Syam,
pemilik Usaha Dagang (UD) Sido Muncul, vyang bergerak
dalam bidang penjualan bahan bangunan mengatakan
=ebagai berikut:

"Bahwa waktu lkami mengurus izin usaha, kami
tidal pernah mzngalami halangan karena setelah
kami diberilan penielasan tentang syarat-syarat
yang perlu kami ssdiaban, disamping itu  kami
menglisi formulir pendaftaran pada Yantor
Departemen Ferdagangan kemudian diproses sampal
izin usaah terbit, selanjutnya bidang u=zaha
vang hami kelola langsung dioperasikan”.

Selanjutnya pads waktue yang bersamaan, Mar Akil,

pemilik Uzaha Dagang Cahaya Baru,

"Wal tu meEngurus surat tanda pendaftaran dan izin

uz=ahs pads  Kantar Depar temen Perdagangan
Fabupaten ¥endari, memang =edikit mengalami
keszulitan Ykarenz =sama sekali mereka tidak

mengetahl cara-cara untuk mempercleh izin usaha
dagang, dan zetelah hami diberikan penjelasan
dari petugas maks urdzan bami lancar".
Selanjubtnya pihak pemerintah dalam hzl ini
Fantor Departemen FPerdagangan Daerah Tinghkat 11

Kabupaten VFendari telah menempuh kebijaksanaan dalam

hal  pembinaan dan  kemampuan  pedagang. Dalam  usaha
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peningkatan dan pembinaan tersebut pada khususnya
pedagang ekonomi lemah dan pengecer kecil terus
dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis
diperoleh data bahwa pembinaan yang telah dilakukan se-
lain memberikan penataran/penyuluhar, juga memberikan
kemudahan dalam pengurusan usaha, berlakunya surat izin
usaha perdagangan (SIUP) di samping itu diberikan pula
suatu pelayasnan informasi pasar baik menyangkut aspek
harga yang pada akhirnya dapat mendorong meningkatkan
pendapatan dan perluasan usaha dan makin terpenuhinys
kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Fembinaan pedagang/ pengusaha keci} eeperti
pemilik u=ahs dagang (UD) dalam bentuk penataran di
daeratn Tinghkat 11 Kabupaten ¥endari vang dilakeanakan
oleh Kantor Departemen Ferdagangan tahun 1990 sampai
tahun 1993 sebanyak 30 orang pemilik usaha dagang.

Secara rutin dilalksanalkan penyuluhan lapangan,
pada tabhun 1990 dilsksanakan sebanyak T kali, tahun
1921 juag di laksanakan tiga kali dan untuk tahun 1292
dan 1997 penyuluhsn diadalkan empat kall terhadap para
pemilil usaha dagang. Kegiatan ini tidalk hanya terbatas
dalam idAbubota labupaten melainkan diuvtamakan pada
dasrah-darah pedesaan yang dianggap potensial untuk
usaha komoditi hasil pertanian, dan perkebunan serta
penjualan-penjualan bahan bangunan dan kebutuhan-

kebutuhan pertanian yang diharaphkan dapat meningkathkan



o8

pemasaran antar pulau maupun ekspor ke luar negeri.

Fenerbitan surat izin perdagangan (SIUF) dalam
upaya memberikan surat izin usaha kepada para pemohon
khuzuenya di Daerah Tingkat 11 ¥Kendari telah diusahakan
dan petunijuk yang ada serta memberikan pelayvanan
sebaik-baiknya dengan mengingat kondisi wilayah
Kabupaten Kendari yang begitu luas dan ‘transportasi
belum lancar dikzitkan dengan kedudukan kopta Unaaha
sebagai ibukota kabupaten berada pada posisi silang,
untuk menjangkauw =eluruh kecamatan yang ada.

Selama tahun 1994, yakni hingga pada bulan
Movember tathalsa penulis selesai penelitian, diperoleh
data tentang Jumlah surat izin usaha perdagangan yang
diterbithan oleh Yantor Departemen Ferdagangan
Kabupaten Fendarli sebagaimana pada tabel di bawah ini.
Tabel 7 JUMLAH SURAT IZ1IM USAHAR FERDAGAMNGAN YANMG

DITERBITHAMN KANTOR DEPARTEMEM FERDAGAMGAM
FEMDART MENMURUT FLASIFIXASINYA TAHUNM 1974

Klasifikasi Bidang Usaha : Juml ah i Prosentacse
: '
Perusahan kecil : 31 H T2 %
i L]
(] L]
Ferusahaan menengah i 12 H 28 %
Ferusahaan besar ' = ' -
] i
Jumlah : a= H 100

Sumber data : Ha=sil penelitian lapangan, 1994
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Tabel 7 di atas, memberikan gambaran yang Jjelas
menyangkut  Jjumlah surat izin usaha perdagangan  (SIUP)
yang diterbitkan Kantor Departemen Ferdagangan
Yabupaten FKendari hingga bulan Movember 1994 adalah
berijumlah 43 buah. Diantar Surat Izin Usaha
Ferdagangan (SIUP) tersebut menurut kKlasifikasinya 12
perusahaan atau 28 %L yvang merupakan perusahaan menengah
y&itu peruszzhaan jenis CV dan Firma, serta ¥Yoperacsi.

Sedang Surat Izin Usaha Ferdagangan (SIUP) untuk
Llasifikasi perusahaan hkecil seperti Usaha Dagang (UD)

adalah 31 buah sekitar 72 L.

Faktor—faktor Penghambat Penyelesaian Surat Izin Usaha

Dagang pada ¥antor.Perdagangan Kendari

rantor Departemen Ferdagangan Yabupaten Yendari

dzlamn ranghka pelaksanasn lbugasnya tentu tidak terlepas

dari berbagail hambatan atau Yendzala. Hal mana terlihat

pada bidang-bidang aparatur atauw kendala. Hal mana

terlihat pada bidang-bidang aparatur negara salalu

dihadapkan dengan kendala-kendala vang dipengaruhi
faktor

1. Jumlah pegawai/lbaryawan belum menadal apabila

di bandingltan dengan beban kerja yang ada

seerta e lum tersedianya biaya/anggaran

lembur.
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2. Kemampuan teknis pegawai yang perlu diting-
katkan tarena para pegawai pada wmLmny 3
bermasa kerja kurang dari lima tahun dan
kebanyakan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas.

. Rumah Jabatan Kepala lkantor Departemen
Perdagangan Kabupaten Kendari belum ada.

4. Anggaran atau biaya untul perjialanan dinas

yang ter=edia sangat terbatas dibandingkan
tugas—-tugas yang harus dilaksanakan dari 21

viltlayah hecamatan.

tn

. Belum adz lendaraan dinas yanag menduhung
telancaran tugas pegawail lapangan.

L. Terbatasnys sarana hantor

Apabila diperhatilan bendala-kendala vang
dihadapi Yantor Departemsn Ferdagangan Fabupaten
Kendari terssbut di atas, maha penulis menarik
kesimpulan bahwva Yantor Departemen Ferdagangan

Kabupaten ¥endari dewasa ini maszih perlu pembenahan-
pembanahan  dari  pimpinan yang berpengalaman karena
tuntutan dan Lepesaran pelerjaan yang tidak seimbang
dengan jumlah personil yang ads sertas hurangnya =sarana
dan prasarana unktuk @znunjang keberhasilan dalam
pekerjaan. Sebab berhazil atau tidaknya suatu pelerjaan
tergantung dari remampuan dan pengalaman serta dukungan

sarana dan prasarana yang ada.
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Fada sisi lain, bagi pihak pengusaha dihadapkan
pula pada hambatan-hambatan yang tidak 1lepas dari
sesuatu yvang merupakan halangan seperti misalnya
pengu=saha kecil maupun menengah yang berada pada setiap
kecamatan khususnya yang berada pada di 1luar kota
administratif Fendari, FKecamatan Unaaha masih =sulit
unkbuk melaksanakan wajlb lapor pendaftaran
perusahaannya. Hzal ini disebabkan =selaon hkurangnya
penyuluhan, juga masalah Taktor jarak antara kecamatan
dan Yantor Decpartemen Perdagangan ¥abupaten ¥endari
karena setiap pengusaha  vang akan mendaftarkan
perusahaan haru=s datang sendiri pada Yantor Perdagangan

Menurut hemat penulis bahwa seorang pengusaha
yang <adar atas segala kewajiban-ra2wajibannya masalah
jauh atau dekatnya Kantor Departemen Perdagangan bukan
merupakan  suatu alasan untuk menghalangl pelaksanaan
pendaftaran perusahaannya sebab sebagaimana mereka
harus mendaftarkan, jika tidalk dilaksanakan akan
mendapalt sanksi  hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Selanjutnya  menurut pendapat  para responden
bahwa hal hal yang merupakan hambatan atau kendala yang
dihadapi pihal petugas Yantor Departemen Ferdagangan
maupun  masyarakatbt yvang berminat mengurus surat izin
usaha dagang dapat dilihat seperti pada tabel yang

terural di bawah inti.




Tabel 8 PENDAPAT RESPOMDEM TEMTAMG HAMBATAM YANG DI-
HADAFI KAMTOR DEFARTEMEM FPERDAGANGAM MAUFPUN
FENGUSAHA UMTUK PEMGURUSAM SURAT I1ZIN USAHA

Pendapat Responden i Frekuensi | Prosentase
: :
= Jumlah pegawai terlalu se- | :
dikit i 1% H %0 %
- Sarana kantor sangat ter— ! :
batas. ' h = H S0 U
Jumlah H 30 : 100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Tabel tersshut di a2tas, telah memberilkan sustu
gambarz=an yang jelas berkenaan dengan hambatan-hambatan
vyeng =selalu menjadi falktor penghambat bagi pemerintah
pada Vantor Despartemen Perdagangan Kabupaten Kendari
mavpun masyaralkat yang ingin surat izin usaha.

Bardaz=arkan tabel di atas, dari 30 orang
rezponden 1% orang atau S0 U berpendapat  bahwa hal-hal
yang menjadt hambatan dalam pengurusan surat izin usaha
dagang adalash dizebablan hkarena pegavial Kantor
Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari masih sangat
sepdibit jumlahnya dibandinghkan dengan  jumlah atau
standarisasi pekerjaan yang tersedia.

Selain itu  terlihat pual bahwa 15 orang atau
sebitar 50 % responden lainnya mengatabkan bahwa salah
satu fTaktor penghambat dalam hal proses  pelaksanaan

surat isin usaha dagang pada Kantor Departemen
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Perdagangan Kabupaten Kendari adalah karena kurangnya
Earana pe;alatan yvang ada.

Selain hambatan tersebut di atas, maka vyang
merupakan hambatan lainnya adalah latar belakang
pendidikan serta pemnbagian bidang tugas vang lkurang
tepat dalam organisasi Kantor Departemz=n Perdagangan
Kabupaten ¥Yendari seperti apa yanng terlihat pads ‘tabel
berikut ini dibawah ini.

Tabel 2. FPEMDAPAT RESFONMDEN TENTAMG HAMBATAN DEMGAM

LATAR BELAKAMG FEMDIDIKAM DAM BIDAMG TUGAS
YARG YURANG TEFRAT

Fendapalt Responden ! Frekuensi |} Frosentacse

- Terbatasnya pendidikan

: :
H '
vang dimiliki Raryawan ' 20 . &5h,6 %
— Bidang tugas tidal sesuai | H
jurusan haryawan 1to 3 10 . Ix.4 %
Jumlah : 30 i 100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1974

Tabel di ataz memperlibatbian hambatan dalam
proses penyeslesaian surat izin us=aha dagang dengan
latar belakang pendidikan dan penempatsn pegawail. Di
antara 30 arang responden 20 orang atau 44,5 % menilal
penyelesaian surabt  izin usaha dagang  lambat harens
latar belakang pendidikan, namun 10 orang lainnya aktau

-

22,4 U mengatabkan penempatannya salah.

HI
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Selanjutnya apa yang telah diuraikan pada bab
terdahulu kiranys dapat memberikan gambaran bahwa di
dalam dunia usaha/perusahaan dewasa ini termasuk usaha
dagang kenyataan semalkin berkembang di samping Jenis
perusahaan lainnya seperi CV, Firma, Persercan Terbatas
(FT) damn 1lain sebagainya. Usaha dagang (UD) sebagai
salah satu jenis pesrusahaan yang tumbuh damn berkembang
walaupun belum ada ketentuan perundang-undangan yang
mengatur sacara jelas, baik ¥itab Undang-undang Hukum
Dagang (FUHD) maupun ¥itab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHF) atau perundang-undangan lainnya, sehingga dapat-
lah ditatakan bahwa Uszha dagang (UD) tumbuh  dan
berkembang hanya berdasarban atas hkebutuhan—kebutuhan
dalam dunia usaha perdagangan.

Dalam huburigan inilah menarik unktuk di  bahas,
terutama hal-hal yang merupakan latar belakang
pandirian w=aha dagang, faktor—faktor yang me2ndorong
masyarakst =sehinggas memilih bentuk usaha dagang (UD)
dibanding dengan bzntul pzrusahaan lainnya.

Berkaitan dengan pendirian usaha dagang  (UD)
sebenarnya tidak ada perundang-undangan yang menetapkan
suaty tetentuan, sehingsa tidalk banyvak aturan-aturan
vandg harus diperhatilkan, seperti halnya untuk
mendiriltan OV dan Fersercan Terbatas (PT) vyang harus
didirikan dengan akta otentik yaiktu dengan akta

notaris.
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Berdasarkan penelitian penulis-'ﬁgaéu_beberapa
usaha dagang (UD) di ¥abupaten ¥endari, pada umumnya
diperocleh data bahwa perusahaan yang mereka dirikan
dalam bentuk dan atau Jenis u=zaha dagang (UD) umumny a
hanya memiliki surat izin usaha saja vyang diterbitkan
cleh Kantor Departemen Perdagangan Yabupaten Kendari.

Di samping hal-hal tersebut di atas vang
menjadi masalah juga ialah menyanghkut perihal pajak
Lerhadap uwsaha dagang (UD), ==bab dalam hal pajak ini
agaknya ada kesimpsiuran atau tidsk ada keseragaman
berhubung karena tidak adanya ketentuan dalam undang-
undang mengenal pajalk usaha dagang (UD) .

Dalam praktel ada kalanya pemilil usaha dagsng
secara probadi dikenalan pajah (pajak perorangan) atau
pajak pendapatan, dan ada kalanya usaha dagang
dibebenani Jjuga pajak persercangan di samping pajak
laimnnya csesperti pajak penjuzlan, pajalk upah dan
csebagainya.

Sehenarnya perbedaan-perbedaan ats  pembebanan
pajak terszbut hanyalah didasarkan pada  apalah usaha
dagang tersebut  berbentulk  usaha perorangan atau
berbentuk usaha bersama. Jika us=zha dagang sendirinya
hanysa dikenalan pajalk perorangan atau pajal  pendapatan
terhadap pemilik, akan tekapi Jika usaha dagang
merupakan usazha bermasza maka alan dibeband pajak

perorangan di samping paja—pajak lainnya.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mendirikan suatu bidang wusaha khususnya
bidang usaha wvang berbentuk usaha dagang (UD),
malka Kantor Departemen Perdagangan YKabupaten
Kendari telah menztapkan syarat-syarat bagi
calon pengusaha untuk melengkap:i: =surat-surat
antara lain ;

a. Fote Copy kartu pendudul bagi pemohon atzu
penanggung jawabs pengurus szbanyval tigs  lem-—
bar.

b, Fa

1

foto ‘terbaru uluran 3 2 4 Cm =sebanyak
enam lembar

c. Fotoe copy surat izin tempat u=aha/HD dari
pemerinktah dacrah setempat.

d. Surat pernyataan bahea pemohon bubkan pegawai
negeri =sipil/ABRI yvang diketahui oleh pe-

merintah setempat.

L]

Foto copy alte pendirian peErusahsan yang
berbadan hulum jitz ads dan dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sebanyall tiga rangkap.
f. Bersedia membuat =uwatu neraca perusahaan

g. Permohonan dimacsulban dalam mam warna huning.

b




)

B. Saran

)
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h. Melampirkan namor pokok wajib pajak pemchon.
Bahwa faktor—falktor yang sering menjadi hambatan
atauw Fkendala dalam rangka penyelesaian surat
izin wusaha dagsng (UD) pada ¥antor Departemen
Ferdagangan Kabupaten Kendari adalah faktor
egrans dizatu sisi dan jauhnya Kantor Departemen
Perdagangan calon pemohon wsaha dagang yang
tinggal di wilayah kecamstan.

Bahwa usaha dagang sebagai salah satu  bentuk
ussha yang dewasa ini  tumbuh dan  berkembang
pesat tidalk a&da peraturan  perundang-undangan

yang mengatur secara teqas.

Berlienaan derngan syarat-syarat untul memps=roleh
izin usaha dagang, Kantor Departemen Perdagangan
¥abupaten Fendari telah menentubkan syarat-syarat
bagi pemohon sehingga pemohon tinggal mengisinya
hal ini diszarankan agar supaya tetap dijadikan

padoman selanjutnya.

Bahwa mengingat personil Fantor Departemen
Ferdagangan ‘tabupaten Fendari masih relatif
kLurang, =ehingga disarankan agar pemerintah

dapat menambah pegawai agar pelkerjaan dapat

eelesal cepat.
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Uszsha dagang dewasa ini berkembang secara pesat
darn  tidak ada undang-undang yang mengaturnya,
mak.a disarankan kiranya pemarintah segera
memikirkan secara serius dan membuat undang-

undang yang mengatur usaha dagang.
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